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A. Latar Belakang Masalah
Peradilan atau kekuasaan kehakiman, dalam negara-negara modern, merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang kekuasaan negara yang jika disederhanakan terdiri dari tiga cabang; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif), bersama dua cabang kekuasaan negara lainnya—pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dan pemegang kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)—peradilan menjalankan kekuasaan negara secara terpisah (separation of power) dari pemegang kekuasaan lainnya. Masing-masing kekuasaan bekerja secara sendiri-sendiri tanpa interfensi dari yang lain.
Pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara itu, bagi peradilan, diperlukan agar ia memiliki independensi yang merupakan salah satu unsur dalam semua konsep negara hukum. Terwujudnya negara hukum, menurut Plato, telah diidam-idamkan umat manusia sepanjang masa yang disebutnya nomoi (negara hukum). Oleh karena masing-masing negara mencita-citakan negara hukum dan berupaya menerapkannya, maka muncul banyak konsep negara hukum. Negara hukum terdiri dari beberapa unsur dan unsur-unsur itu berbeda-beda antara satu konsep negara hukum dan konsep negara hukum lainnya. Namun, bagaimanapun, semua konsep negara hukum meletakkan independensi peradilan sebagai salah satu unsurnya. Sebuah negara disebut negara hukum apabila negara itu memiliki peradilan yang independen.
Secara prinsip, hukum Islam menghendaki negara memiliki peradilan yang inependen. Secara harfiah Qs 5: 7 melarang seorang hakim untuk mengambil putusan didasarkan atas kebencian. Substansinya, seorang hakim harus independen dalam memutuskan perkara, bukan hanya terlepas dari kepentingan berbagai pihak tetapi juga terlepas dari kepentingan diri sendiri. Bukan hanya kebencian yang menyebabkan seorang hakim tidak bisa independen tetapi juga rasa senang, bukan hanya permusuhan tetapi juga pertemanan. Di sinilah arti penting peringatan Rasulullah saw kepada umatnya untuk tidak meminta jabatan, termasuk jabatan hakim, karena meminta jabatan hakim dapat menjadi faktor tidak independennya peradilan. Di sini pula arti penting ancaman Umar bin khathab kepada orang yang memilih atau mengangkat seseorang menjadi pejabat semata-mata atas pertimbangan kedekatan. “Siapa yang mengangkat seseorang pada satu jabatan karena pilih kasih maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.  
Dalam negara modern, menghilangkan gangguan-gangguan atau rintangan-rintangan untuk perwujudan peradilan yang independen adalah dengan memisahkan antara cabang-cabang kekuasaan negara. Peradilan sebagai sebuah cabang kekuasaan negara terpisah dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya seperti pemerintah dan parlemen.  Masing-masing cabang kekuasaan itu bekerja secara mandiri tanpa intervensi dari cabang kekuasaan negara yang lain. Masing-masing cabang kekuasaan lalu membuat prosedur tertentu agar ia dapat menjaga dan memperkuat independensinya dengan membangun berbagai bentuk pengawasan baik materil dan formil atau prosedural maupun pengawasan institusional. Secara materil dan formil pengawasan dilakukan dengan membentuk peradilan berjenjang; jenjang terbawah diawasi oleh jenjang di atas dan yang disebut terakhir ini juga diawasi oleh jenjang lebih tinggi. Maka, putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan atau diperkuat pengadilan banding. Putusan pengadilan banding pun dapat dikoreksi oleh pengadilan kasasi.
Secara kelembagaan pengadilan diawasi secara internal dan eksternal. Di dalam tubuh kekuasaan kehakiman dibentuk sebuah organ yang bertugas mengawas perilaku hakim dan pejabat-pejabat lain di lingkungan peradilan; ada jabatan struktural dan ada pula lembaga ad hoc semacam majelis kehormatan  hakim. Di luar lembaga kekuasaan kehakiman, ada lembaga pengawasan semacam komisi yudisial yang bertugas mengawasi perilaku para hakim—lembaga negara yang memiliki independensi kuat yang diharapkan memiliki keleluasaan dalam melakukan penilaian terhadap hakim.
Betapapun semua perangkat telah disediakan untuk mewujudkan peradilan yang independen, masih banyak putusan pengadilan yang dipandang buruk sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Banyaknya putusan pengadilan tingkat pertama yang dibawa ke pengadilan banding bahkan dibawa ke pengadilan tingkat kasasi menjadi petunjuk kekecewaan para pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan. Begitu pula banyaknya hakim dan pejabat pengadilan lainnya yang tersangkut masalah hukum yang berkait dengan tugas mereka. Banyaknya perkara yang dinaikkan ke pengadilan banding atau banyaknya hakim yang tersangkut perkara hukum tidak disebabkan oleh rendahnya kompetensi teknis mereka tetapi oleh rendahnya kompetensi kejiwaan. Rendahnya kompetensi kejiwaan para pejabat pengadilan menyebabkan mereka kehilangan independensi pribadi. Independensi peradilan menjadi tidak berarti bahkan justru berbahaya di tangan para pejabat peradilan yang memiliki independensi pribadi. Hakim menggunakan independensi pribadi untuk menangani perkara sesuka hatinya yang tunduk kepada kepentingan pribadinya tanpa ada rasa khawatir terhadap interfensi koleganya, bahkan atasannya, karena independensi peradilan menempatkan hakim sebagai pejabat yang diberikan kekuasaan penuh untuk memutus perkara.   
Gagasan pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara baru berjalan dalam seabad dua abad terkahir dari sejarah panjang peradaban manusia. Sebelumnya, semua cabang kekuasaan negara ada pada tangan seorang pengauasa; kaisar, raja, khalifah, dan sultan. Maka kaisar, raja, khalifah, dan sultan, di samping sebagai seorang pejabat eksekutif, juga seorang pejabat legislatif, dan yudikatif. Mereka yang memilih dan mengangkat hakim dan mereka pula yang memberhentikannya. Pengangkatan dan pemberhentian itu seringkali didorong oleh subjektifitas. Hakim bekerja di bawah bayang-bayang subjektifitas itu. Jika subjektifitas itu positif, maka hakim dapat bekerja dengan baik. Meskipun begitu, masa lalu banyak juga melahirkan hakim-hakim yang terkenal bijak seperti Hakim Bao yang melegenda dalam imperium Tiongkok. Bijaknya para hakim di masa-masa kerajaan itu tidak lepas dari independensi pribadi yang mereka pegang teguh.
Dalam sejarah Islam, terkenal Hakim Syuraih yang menjalankan karier kehakimannya tidak kurang dari 60 tahun. Asal mula kariernya dimulai dengan sikap tegasnya dalam menangani sengketa yang melibatkan seorang Yahudi dan Umar bin Khathab. Keduanya sepakat menunjuk Syuraih menjadi hakam. Umar, yang saat itu adalah khalifah, mengadu bahwa kuda yang dibelinya dari orang Yahudi ternyata sakit setelah ia bawa pulang. Umar minta ganti rugi tetapi orang Yahudi itu menolak. Syuraih  menolak gugatan Umar dan memenangkan orang Yahudi. “Kau mengakui kuda itu sehat ketika Kau beli,” kata Syuraih kepada Umar memberi alasan penolakannya. Umar kagum terhadap putusan Syuraih dan lalu mengangkatnya menjadi hakim di Basyrah.
Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa peradilan yang berada dalam genggaman penguasa tunggal, sebagaimana sejarah bangsa-bangsa lain yang berada di bawah kendali seorang penguasa juga menunjukkan, telah melahirkan hakim-hakim dengan putusan-putusan yang berkualitas. Dalam diskursus peradilan modern hal yang demikian itu absurd dan sulit terwujud. Pemikiran politik modern, seperti Montesquieu, tidak percaya peradilan dapat bekerja dengan baik bila peradilan bersama kekuasaan-kekuasaan negara lainnya berada di bawah kontrol satu orang atau satu badan. Dalam bukunya L’Esprit des Lois, Montesquieu mengatakan, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, “Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.”[footnoteRef:1]  [1:  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: P.T. Gramedia, 1977), h. 152.] 

Pemikir Inggris John Locke yang hidup sebelum Montesqueiu berpendapat bahwa negara hukum dapat saja terwujud meskipun peradilan berada dalam lingkungan eksekutif. Menurut Locke, cabang-cabang kekuasaan negara memang harus dipisahkan. Akan tetapi pemisahan bukan dengan menempatkan peradilan sebagai kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif. Pemisahan kekuasaan negara dilakukan dengan membentuk tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Locke menempatkan peradilan sebagai bagian dari eksekutif karena, menurutnya, seperti termaktub dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), mengadili adalah “uitvoering” yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.[footnoteRef:2] Bagi Locke, tampaknya, negara hukum mungkin saja terbentuk sekalipun peradilan berada di bawah atau bagian dari kekuasaan negara lainnya. [2:  Miriam, Dasar-dasar…, h. 151.] 

Dalam perkembangan modern pemikiran Locke agaknya tidak populer dan pemikiran Montesquieulah yang banyak diikuti oleh banyak negara meskipun harus segera ditambahkan bahwa dalam praktik bentuk keterpisahan tersebut bermacam-macam. Ada negara yang menerapkan keterpisahan tersebut sangat tegas dan ada pula yang menerapkannya samar-samar. Namun, memisahkan sama sekali kekuasaan peradilan dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya tidaklah mungkin, karena, bagaimanapun, kekuasaan peradilan adalah bagian dari kekuasaan negara yang memerlukan mekanisme dan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mekanisme dan prosedur itu, mau tidak mau, berkait dengan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya.
Itulah barangkali hikmah tidak dibakukannya bentuk negara dan pemerintahan dalam Islam. Islam tidak memutlakkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan sebagaimana tidak memutlakkan bentuk dan susunan lembaga peradilan. Islam menyerahkan kepada manusia untuk menentukan, misalnya, apakah peradilan berada dalam kontrol penguasa atau bebas dari kontrolnya; apakah susunan keuasaan peradilan bertingkat atau setingkat, apakah sebuah persidangan dijalankan oleh hakim tunggal atau hakim majelis, dst. Tanpa adanya bentuk baku dari peradilan umat muslim dapat berkreasi menciptakan sebuah peradilan yang paling memungkinkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam sejarah panjang peradilan Islam, sejak masa Muhammad saw sampai masa modern, peradilan—dari sisi struktur, substansi, dan kultur—telah mengalami berbagai perkembangan. Dimulai dari bentuk yang sederhana pada masa Rasulullah saw sampai kepada bentuk yang rumit pada masa moderen. Pada mulanya, peradilan dijalankan oleh Rasulullah saw sendiri. Ia terima hukum dari Tuhan lalu ia sampaikan kepada para pengikutnya. Bila terjadi sengketa di antara para pengikutnya atau bukan pengikutnya, pihak-pihak yang bersengketa sendiri datang kepadanya minta penyelesaian. Ia putus sengketa itu dengan hukum yang telah diturunkan Tuhan atau kata-katanya sendiri yang juga merupakan wahyu.[footnoteRef:3] Bila ia tidak punya kesempatan untuk menangani suatu perkara, maka ia tunjuk salah seorang sahabatnya untuk menanganinya, terutama bila perkara itu harus ditangani di tempat yang jauh. Tidak ada hukum acara tertentu untuk praktik yang semacam itu. Juga tidak ada hukum acara tertentu yang digunakan oleh Umar bin Khathab, saat menjadi khalifah, untuk mengawali independensi peradilan dalam Islam. Ia angkat Syuraih untuk menjadi hakim di Bashrah yang kekuasaannya terbatas di bidang peradilan tanpa dirangkap dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Tindakan itu ia lakukan sekonyong-konyong tanpa referensi ketentuan hukum yang dijadikan dasar tindakannya itu. [3:  Qs al-Najm/53: 4-5.] 

Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola negara. Mereka tidak berbagi kekuasaan dengan pihak lain. Selama mereka mampu menjalankan sendiri maka pemerintahan, peradilan, dan pembuatan hukum mereka lakukan sendiri. Pihak-pihak lain diminta pertimbangan dalam sebuah musyawarah tetapi keputusan terakhir ada pada mereka. Di bidang peradilan mereka menjadi hakim dan sebelum menjatuhkan putusan mereka meminta pertimbangan orang-orang tertentu. Demikian pula, orang-orang yang mereka angkat menjadi hakim mereka beri kebebasan dalam menjalankan kekuasaanya. Dengan kata lain, para hakim yang diangkat itu memiliki independensi tinggi untuk menyelesaikan perkara meskipun mereka adalah bawahan pemegang kekuasaan negara.
Meskipun menurut pemikiran politik moderen—terutama yang berkiblat kepada Montesqueiu—hal yang demikian sulit diterima, sejarah telah menunjukkan bahwa peradilan Islam telah melahirkan hakim-hakim dengan putusan yang berkualitas. Banyak faktor yang bisa jadi menjadi pendorong lahirnya peradilan semacam itu di antaranya adalah kesederhanaan dalam berbagai aspek dan pada semua pemangku kepentingan. 
Sudah sekitar dua abad sistem peradilan modern diterapkan di berbagai negara. Hasilnya beragam; ada yang berhasil menegakkan hukum dan keadilan, ada yang kadang berhasil dan kadang gagal, dan ada yang gagal sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem peradilan yang dapat menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu penelitian tentang sistem peradilan penting dilakukan agar hukum dan keadilan dapat tegak.

B. Rumusan dan Batasan Masalah
Penelitian dengan judul “Perkembangan Awal Peradilan Dalam Islam: Studi Tentang Peradilan Sebagai Sebuah Sistem Pada Masa Awal Islam” akan menjawab pertanyaan tunggal: Mengapa di tengah kesederhanaan sistem peradilan pada masa awal Islam, hukum dan keadilan dapat tegak?
Dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan tersebut maka penelitian dibatasi pada rentang waktu sejak masa Rasulullah saw sampai masa akhir Khulafa` Rasyidun. Penelitian juga dibatasi pada sistem peradilan dengan tiga komponen; struktur, substansi, dan kultur peradilan.   
 
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mencari sebab-sebab atau faktor-faktor tegaknya hukum dan keadilan pada masa awal Islam meskipun sistem peradilan amat sederhana dan tidak selengkap seperti sistem peradilan di masa modern.
   
D. Manfaat Penelitian
Peneilitian ini, secara teoritis, berguna untuk menemukan konsep alternatif dari sistem peradilan. Dunia modern seperti sudah sepakat bahwa hukum dan keadilan hanya tegak dengan peradilan yang kuat dan independen. Semua konsep negara hukum menjadikan peradilan bebas sebagai salah satu unsurnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa hukum dan keadilan dapat tegak tanpa lembaga peradilan yang independen.
Secara praktis, penelitian ini berguna bagi orang-orang yang bermaksud menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Islam dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum dan keadilan.
  
E. Kajian Serupa Terdahulu
Judul kajian yang mirip dengan judul penelitian ini adalah “Perkembangan Awal Peradilan Islam (Studi tentang Penerapan Prinsip-prinsip Negara Hukum” karya Abdul Hafiz.[footnoteRef:4] Namun, seperti terlihat dari judulnya kajian difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Karya yang juga berjudul mirip ialah karya Munir Ahmad Mughal, “ISLAMIC PERSPECTIVE OF Administration of Justice in early periods.” Sayangnya, tulisan ini hanya mengemukakan beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan peradilan daftar orang-orang yang pernah diangkat menjadi hakim sejak masa Nabi Muhammad menjadi kepala negara sampai masa kekhilafahan Abbasiyah. [4:  Abdul Hafiz, “Perkembangan Awal Peradilan Islam (Studi tentang Penerapan Prinsip-prinsip Negara Hukum” dalam NUANSA, Bengkulu; STAIN Bengkulu, Vol. VIII, No. 2, Desember 2015, h. 127-140.] 

Tampaknya, sepanjang penelusuran peneliti, belum ada kajian yang secara spesifik menjelaskan perkembangan peradilan pada masa awal Islam dari tinjauan system. Meskipun begitu, lieratur yang berkait dengan masalah penelitian sangat memadai. Di samping Alquran dengan berbagai kitab tafsirnya dan Hadis dengan berbagai kitab syarahnya, banyak buku-buku tentang peradilan Islam yang dapat dijadikan rujukan. Kitab yang sangat berharga dalam masalah ini di antaranya Akhbar al-Qudhat karya Muhammad bin Khalaf bin Hayyan Waki’, al-Qadha` fi ‘Ahd ‘‘Umar ibn al-Khathāb, karya Nāshir ibn ‘Uqail ibn Jāsir al-Thārif, Nizhām al-Hukm fi al-Syarī’ah wa al-Tārīkh al-Islāmī; al-Sulthah al-Qadhā`iyah karya Zhāfir al-Qāsimī, al-Qadha` fi al-Islam karya Athiyah Musthafa Musyrifah, dan al-Qadhā` fi al-Islām karya Muhammad ‘Abd al-Qadīr Abū Fāris.

F. Metode Penelitian
Untuk meneliti perkembangan peradilan yang terjadi pada masa awal Islam digunakan metode diskriptif analitis. Data yang didapat dari pembacaan terhadap berbagai sumber—baik primer maupun sekunder bahkan tersier—digambarkan dalam sebuah alur bahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Madinah, perkara-perkara hukum dan penyelesaiannya sepanjang masa Rasulullah saw di Madinah dan masa para khalifah bijaksana yang empat—Abu Bakr al-Shiddiq, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, budaya yang berkembang dalam penegakan hukum. Penggambaran itu itu dilakukan dengan mengkaji secara kritis terhadap data baik dari segi sumber, materi yang digambarkan, maupun masa.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan sejarah dan sistem. Pendekatan sejarah dilakukan dengan melihat konteks setiap data. Data yang ditemukan ada pada peristiwa apa, kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, dan mengapa terjadi, Penelitian terhadap peradilan juga didekati secara sistemik oleh karena peradilan itu berkembang dalam sebuah kehidupan yang multiaspek. Kemandirian peradilan, misalnya, tidak bisa hanya dilihat pada peradilan itu saja tetapi juga harus dilihat komponen-kompenen yang terkait dengannya.
  
G. Kerangka Teoritis
Untuk melihat perkembangan sistem peradilan pada masa awal Islam kajian dilakukan dalam kerangka teori tentang sistem peradilan[footnoteRef:5]. Kerangka yang dimaksud terdiri dari analisis terhadap tiga komponen peradilan yaitu struktur, substansi, dan kultur. Proses bekerjanya komponen-komponen tersebut dan bagaimana proses itu dilakukan menunjukkan adanya sistem. Salah satu makna dari sistem dalam ilmu sosial modern adalah suatu satuan operasi dalam sistim sosial yang mengambil bahan-bahan mentah, memproses bahan mentah itu, dan menghasilkan suatu keluaran.[footnoteRef:6] [5:  Adaptasi dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Usman P. Tampubolon, “Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial” dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (Ed.) dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 122. ]  [6:  Usman, “Pembangunan Hukum...”, h. 124. ] 

Struktur yang dimaksud di sini adalah institusi peradilan, bentuknya, dan proses yang dilakukannya. Cakupannya meliputi jumlah dan jenis pengadilan, ada atau tidaknya suatu konstitusi, ada atau tidaknya federalisme atau pluralisme dan pembagian kekuasaan antara hakim, perundang-undangan, gubernur, raja, juri, administrasi serta gaya prosedur dalam berbagai institusi.
Segi keluaran dari sebuah sistem peradilan disebut substansi yaitu hukum itu sendiri yang meliputi putusan-putusan peradilan, surat edaran, doktrin, dan fatwa, serta pertimbangan-pertimbangannya.
Adapun kultur atau budaya peradilan adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem bersama-sama dan yang menentukan tempat sistem peradilan dalam kebudayaan suatu masyarakat sebagai keseluruhan yang meliputi: training dan kebiasaan apakah yang dimiliki hakim; bagaimanakah pendapat masyarakat terhadap peradilan; sukakah individu atau kelompok masyarakat datang ke pengadilan; untuk maksud apakah orang beralih kepada seseorang yang dipercaya dapat menyelesaikan kasus untuk menjadi penengah; dihormati orang kah hukum, hakim, dan pejabat-pejabat hukum lainnya; dsb.

H. Sistematika Pembahasan
Perembangan peradilan pada permulaan Islam diteliti dan selanjutnya dibahas dalam sebuah pembahasan yang bagian-bagiannya saling berkait, tidak terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Gambaran tentang hasil penelitian dituangkan dalam beberapa bab.
Pada bab pertama, dikemukakan masalah yang diteliti, alasan penelitian, urgensi masalah untuk diteliti, rumusan dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dikemukakan pula studi-studi yang pernah ada berkaitan dengan perkembangan awal peradilan Islam, metode yang digunakan dalam penelitian, kerangka teori penelitian, dan sistematika pembahasan.
Dalam bab kedua, akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangan awal peradilan Islam. Negara Madinah, tempat berjalannya peradilan Islam dalam perkembangan awal, perlu dijelaskan terlebih dahulu dengan menguraikan apa yang dimaksud dengan negara Madinah; sejarahnya, kedaulatannya, wilayahnya, pemerintahannya, dan rakyatnya, serta tatanan hukumnya.
Peradilan sebagai sebuah sistem dijelaskan dalam tiga bab berikutnya. Maka pada bab ketiga dijelaskan struktur Peradilan Islam dalam perkembangan awalnya, lalu dilanjutkan, pada bab keempat, pembahasan tentang substansi peradilan. Pada bab kelima dibahas kultur peradilan yang hidup di Negara Madinah pada awal perkembangannya.
Akhirnya, hasil penelitian akan ditutup dengan uraian tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat dikemukakan berkait dengan studi tentang perkembangan peradilan dalam Islam.

